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WALIKOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

 

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK   
NOMOR 14 TAHUN 2016 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS  PERATURAN WALIKOTA NOMOR 62 TAHUN 2015 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA POTIANAK 

TAHUN ANGGARAN 2016 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PONTIANAK, 

 

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016 telah ditetapkan dengan 
Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2016; 

 
b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 905/501/SJ Tahun 2016 Tanggal 17 Februari 2016 Nomor 4a bahwa 

“Pemerintah Daerah yang telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2016, agar melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang PerubahanAtas Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016;.  
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Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-UndangNomor 27 Tahun 1959 tentangPenetapanUndang-UndangDaruratNomor 3 Tahun 1953 
tentangPembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), 
sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor 8 Tahun 1965 tentangPembentukan Daerah Tingkat II Tanah 

Laut, Daerah Tingkat II Tapindan Daerah Tingkat II TabalongdenganMengubahUndang-UndangNomor 27 Tahun 
1959 tentangPenetapanUndang-UndangDaruratNomor 3 Tahun 1953 tentangPembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, TambahanLembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2756);  
 

3. Undang-UndangNomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggara Negara yang BersihdanBebasdariKorupsi, 
KolusidanNepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

 
4. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

5. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

6. Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaanPengelolaandanTanggungJawabKeuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

 
7. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentangSistemPerencanaandan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 
8. Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbanganKeuanganAntaraPemerintahPusatdanPemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

 

9. Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
 

10. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimanatelahdiubahbeberapa 
kali terakhirdenganUndang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor 23 

Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

11. PeraturanPemerintahNomor 24 Tahun 2004 
tentangKedudukanProtokolerdanKeuanganPimpinandanAnggotaDewanPerwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 

sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali terakhirdenganPeraturanPemerintahNomor 21 Tahun 2007 
tentangPerubahanKetigaAtasPeraturanPemerintahNomor 24 Tahun 2004 

tentangKedudukanProtokolerdanKeuanganPimpinandanAnggotaDewanPerwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik  Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

 

12. PeraturanPemerintahNomor 23 Tahun 2005 tentangPengelolaanKeuanganBadanLayananUmum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintahNomor 74 Tahun 2012 
tentangPerubahanAtasPeraturanPemerintahNomor 23 Tahun 2005 
tentangPengelolaanKeuanganBadanLayananUmum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 
 

13. PeraturanPemerintahNomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
 

14. PeraturanPemerintahNomor 56 Tahun 2005 tentangSistemInformasiKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintahNomor 65 Tahun 2010 

tentangPerubahanAtasPeraturanPemerintahNomor 56 Tahun 2005 tentangSisteminformasiKeuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110) ; 

 
15. PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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16. PeraturanPemerintahNomor 65 Tahun 2005 tentangPedomanPenyusunandanPenerapanStandarPelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

 
17. PeraturanPemerintahNomor 79 Tahun 2005 

tentangPedomanPembinaandanPengawasanPenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

 

18. PeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2006 tentangPelaporanKeuangandanKinerjaInstansiPemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

 

19. PeraturanPemerintahNomor 71 Tahun 2010 tentangStandarAkuntansiPemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 
20. PeraturanPemerintahNomor 30 Tahun 2011 tentangPinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 136, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

 
21. PeraturanPemerintahNomor 2 Tahun 2012 tentangHibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 
 

22. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 13 Tahun 2006 tentangPengelolaanKeuangan Daerah, 

sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali terakhirdenganPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 21 Tahun 2011 
tentangPerubahanKeduaAtasPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 13 Tahun 2006 
tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

 
23. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor52Tahun 2015tentangPedomanPenyusunanAnggaranPendapatandanBelanja 

Daerah TahunAnggaran 2016; 
 
24. Peraturan Daerah Nomor 3  Tahun 2010 tentangPokok-PokokPengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Pontianak Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 4)sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan Daerah Nomor 1 Tahun 
2015 tentangPerubahanAtasPeraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentangPokok-PokokPengelolaanKeuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 1); 
 

25. Peraturan Daerah Nomor 13Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 

Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 13); 
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26. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

Pontianak Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 62); 

 
MEMUTUSKAN  : 

 
Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 62 TAHUN 2015 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2016. 

  
Pasal I 

  

BeberapaketentuandalamPeraturanWalikotaNomor62Tahun 2015 tentangPenjabaranAnggaranPendapatandanBelanja Daerah Kota 
Pontianak TahunAnggaran 2016(Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 62) di ubah, sehinggaberbunyisebagaiberikut: 

 
Pasal 1 

 

1. PendapatanDaerah   :   

 a.pendapatanaslidaerah   

 1) semula Rp 1.632.867.253.530,00 

 2) bertambah/berkurang Rp 8.086.543.570,00 

 JumlahPendapatan Daerah setelahPerubahan Rp 1.624.780.709.960,00 

    

2. BelanjaDaerah   

 a.belanjataklangsung   

 1) semula Rp 758.869.421.719,00 

 2) bertambah/berkurang Rp 8.345.293.570,00 

 JumlahTidakLangsungsetelahPerubahan Rp  750.524.128.149,00 
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 b.belanjalangsung   

 1) belanjapegawai   

 a) semula Rp 64.820.534.843,00 

 b) bertambah/berkurang Rp      346.100.000,00 

 JumlahBelanjaPegawaisetelahPerubahan Rp 65.166.634.843,00 

    

 2) belanjaBarangdanjasa   

 a) semula Rp 355.772.978.191,00 

 b) bertambah/berkurang Rp  211.890.000,00 

 JumlahBelanjaBarangdanJasasetelahPerubahan Rp 355.984.868.191,00 

    

 3) belanja modal   

 a) semula Rp 443.896.318.777,00 

 b) bertambah/berkurang Rp 299.240.000,00 

 JumlahBelanja Modal setelahPerubahan Rp 433.597.078.777,00 

    

3. Pembiayaan Daerah :   

 a.penerimaan   

 1) semula Rp 29.792.000.000,00 

 2) bertambah/berkurang Rp                   0,00 

 JumlahPembiayaanPenerimaansetelahPerubahan Rp 29.792.000.000,00 
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 b. pengeluaran   

 1) semula Rp 39.300.000.000,00 

 2) bertambah/berkurang Rp                        0,00 

 JumlahPembiayaanPengeluaransetelahPerubahan Rp 39.300.000.000,00 

 PembiayaanNetto Rp. 9.508.000.000,00 

 SisaLebihPembiayaanTahunAnggaranBerkenaan  0,00 

    

 

 
 
 

Pasal 2 
 

PenjabaranAnggaranPendapatandanBelanjaDaerahsebagaimanadimaksuddalamPasal 1 tercantum dalamLampiran dimaksud merupakan 
bagian yang tidakterpisahkandariPeraturanWalikotaini. 
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PasalII 
 

PeraturanWalikotainimulaiberlakupadatanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kota Pontianak. 
 
 

             Ditetapkan di Pontianak 
             Padatanggal 24 Maret 201618  Oktober 2010 

           WALIKOTA PONTIANAK, 
 
 

                                                                                                                                          ttd 
 

              SUTARMIDJI 
 
 

Diundangkan di Pontianak 
Padatanggal 24 Maret 201618 Oktober 2010 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, 
 

 
ttd 
 

MOCHAMAD AKIP 
 

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAKTAHUN 2016 NOMOR 14 


